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Abstrak

Penelitian berangkat dari permasalahan yang terajadi di Kabupaten Ngawi yaitu
meningkatnya angka ODGJ yang setiap tahunnya meningkat dari tahun 2018-2022
hal tersebut sangat memprhatinkan,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam menangani Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan, serta untuk menganalisis praktik tersebut melalui
perspektit maslahah mursalah. Fenomena peningkatan jumlah ODGJ di Kabupaten
Ngawi, yang dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, hingga kurangnya pemahaman
keluarga, menjadi latar belakang utama dilakukannya penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas
Sosial Kabupaten Ngawi dan keluarga ODGJ, serta observasi lapangan. Data
sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Ngawi telah
menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam koordinasi lintas sektor, mulai dari
penanganan awal di tingkat desa, pemeriksaan medis di puskesmas, hingga rujukan
ke unit rehabilitasi sosial seperti UPT PMKS atau Rumah Sakit Jiwa. Tanggung
jawab tersebut diwujudkan melalui program promotif seperti sosialisasi dan
pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Namun, terdapat
fasilitas penampungan, serta kesulitan identifikasi identitas bagi ODGJ terlantar.
Dalam perspektif maslahah mursalah, peran pemerintah ini dinilai telah memenuhi
prinsip kemaslahatan umum karena bertujuan memberikan perlindungan hak asasi
manusia, mewujudkan ketertiban masyarakat, dan mencegah kerusakan (mafsadah)
yang lebih besar bagi penderita maupun lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci: Dinas Sosial, ODGJ, UU No. 17 Tahun 2023, Maslahah Mursala



Abstract

The research started from the problems that occurred in Ngawi Regency, namely
the increasing number of ODGJ which increased every year from 2018-2022. This
is very worrying. The phenomenon of the increasing number of ODGJ in Ngawi
District, triggered by economic and social factors, as well as a lack of family
understanding, serves as the primary background for this research.

The research method used is qualitative with a juridical-empirical
approach. Primary data were obtained through interviews with the Ngawi District
Social Service and families of ODGJ, along with field observations. Secondary data
include relevant laws, regulations, and literature.

The results of the study indicate that the Ngawi District Social Service has
performed its role as a facilitator in cross-sectoral coordination, ranging from
initial handling at the village level and medical examinations at community health
centers (Puskesmas) to referrals to social rehabilitation units such as UPT PMKS
or Mental Hospitals. This responsibility is manifested through promotive programs
such as socialization and the empowerment of District Social Welfare Workers
(TKSK). However, challenges remain limited shelter facilities, and difficulties in
identifying homeless ODGJ. In the perspective of maslahah mursalah, the
government's role is considered to have fulfilled the principles of public interest as
it aims to protect human rights, ensure public order, and prevent greater harm
(mafsadah) for the patients and their surrounding environment.

Keywords: Social Service, ODGJ, Law No. 17 of 2023, Maslahah Mursalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
| Alif  |tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B Be
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< Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim g Je
z Ha‘ H ha (dengan titik di bawah)
- Kha* Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
J Ra‘ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
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o Syin Sy es dan ye
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis

muta’addidah

Ditulis

‘iddah




C. Ta‘* Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

s Ditulis hikmah
d Ditulis illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

BEPNERES Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis

t atau h.

hal) 38 Ditulis Zakat al-Fitr

D. Vokal Pendek

1. | == Fathah Ditulis a
R Kasrah Ditulis i
3. -=--{ ==-= |  Dammah Ditulis u




L.

IL.

E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis a
U Ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati Ditulis a
] Ditulis Unsa
Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
g Ditulis al-‘Alwani
| Ditulis il
Dammah + wawu mati
pske I
Ditulis ‘Uliim
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III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol Ditulis Al-Qur’an

bl Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

Al Ditulis ar-Risalah

Ll Ditulis an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

150 Jal Ditulis Ahl ar-Ra’yi
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki zaman modern tepatnya pada generasi alpha atau sering disebut dengan
post gen z mempunyai permasalahan tersendiri mengenai banyaknya permasalahan
kehidupan yang sekarang mengakibatkan tekanan yang berat pada sebagian besar
masyarakat Indonesia seperti permasalahan ekonomi, politik, sosial, Pendidikan dan
lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap kali menjadi faktor
penyebab masyarakat mengalami gangguan jiwa dan mental seperti stress, depresi,
frustasi berat, bahkan sampai kehilangan akal sehat.

Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena
pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
yang berisi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya
bangsa Indonesia.'telah dikemukakan bahwa Pembangunan Nasional diarahkan
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam
menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, pemberdayaan
masyarakat perlu diwujudkan dengan melakukan perubahan terhadap aturan-aturan

konstitusi yang berlaku.?

! Sofia Nabila, Silvya Rahma, and Sapriya Zahara, “Pancasila Sebagai Paradigma
Pembangunan Nasional” 7, no. 2 (2023): 2230-38.

2 Udiyo Basuki, “Dasar Negara Dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis Atas Relasi
Pancasila Dan UUD 1945 By: Udiyo Basuki 17 §, no. 1 (2019).



Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam
kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan
terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan harus memberi manfaat,
kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan
keresahan di dalam masyarakat.’

Kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, sama
seperti kesehatan fisik. Ketika mental seseorang sehat, maka berbagai aspek
kehidupan lainnya akan berfungsi lebih optimal. Kesehatan mental yang baik tidak
bisa dipisahkan dari kondisi fisik yang sehat.Kesehatan merupakan kebutuhan
paling mendasar. Tidak hanya ada hubungan antara kesejahteraan fisik dan
kesehatan jiwa, tetapi juga antara keduanya. Penyakit fisik terkait dengan infeksi
virus dan bakteri, maupun penurunan fungsi tubuh yang semuanya lebih mudah
untuk diamati.

Gangguan jiwa terkait dengan ketidakstabilan fungsi psikososial individual,
tidak berfungsian organ fisik atau neurologi tertentu®. kesehatan merupakan Hak
Asasi Manusia dan merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan sehari-
hari, serta terdapat aturan hukum mengenai kesehatan. Menurut perkembangan
hukum internasional Hak Asasi Manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan

yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.

3 Yuniawati, “Politik Hukum Dalam Kesejahteraan Rakyat,” n.d., 131-40.

# Ghifari Nur Difa, “Metode Rehabilitasi Sosial Bagi Pasian Gangguan Kejiwaan Di Yayasan
Pondok Lali Jiwa Raga Wangon Banyumas” (Skripsi,Uin Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2021), 1.



Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak
hanya menyangkut hak atas individu an sich, tetapi meliputi semua faktor yang
memberi konstribusi terhadap hidup yang sehat (healthy self) terhadap individu,
seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas
kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hakhak pasien,
adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.’

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia
dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia
merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri
manusia. Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi
peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan keadilan manusia.
Terkait hal tersebut maka Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah
Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk
melindungi dan melakukan upaya-upaya dalam penegakan Hak Asasi Manusia.®

Telah Dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahasannya “setiap
orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
Kesehatan” dan negara memiliki peranan penting dalam mengimpilkasikan
undang-undang tersebut dan sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

*Isriawaty Fheriyal Sri and Pskn F H Unpad, “Indra Perwira,” 3 (2015): 1-10.
6Selamat Riadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan
Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara” 14, no. 3 (2022): 182-96.



memberdayakan Masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan”.”

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah
orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang
termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang
bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan
fungsi orang sebagai manusia®. Gangguan jiwa atau yang biasannya disebut odgj
adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan
langsung dengan penderitaan (distress) dan menimbulkan disabilitas pada satu atau
lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi
biologis, psikologis, sosialdan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang
dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses
berpikir, interaksi dan aktivitasnya sehari-hari.

Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia
merupakan suatu perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan adanya
gangguan pada fungsi kejiwaan, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan
hambatan dalam melaksanakan peran sosial.’

Belakangan ini masih banyak terlihat orang yang terkena penyakit gangguan

jiwa berkeliaran dijalanan. Hal tersebut membuat masyarakat resah jika dibiarkan

’Annisa Fitriany Palilingan Toar Neman Sumakul Tommy Ferdy Syahrir, “Kajian
Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Menggelandang Di Kota
Manado,” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 15, no. 3 (2025): 1-13.

8 Jurnal Setaianingrum Retno Maulani Wihda Politik and Sosial Kemasyarakatan Vol, “Peran
Dinas Sosial Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Batang” 17, no. 1
(2025): 57.

® Memenuhi Salah et al., “Peran Pemerintah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kota
Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah Tesis,” 2023.



berkeliaran bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa itu mengamuk dan bisa
melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitarnya. Nampaknya
pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut padahal terdapat hak mereka
sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban.
Pasal 77 Ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
telah menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani
kasus odgj “ memberi perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi
orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi
manusia.'’

Kesehatan jiwa di Indonesia selama ini relatif terabaikan, padahal
penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan jiwa terbukti berdampak nyata
pada perekonomian. Di Indonesia, jumlah penderita masalah kesehatan jiwa cukup
tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.'!

Kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan
pada norma hukum islam yang berdasarkan pada Al-Qur*an maupun As-Sunnah.
Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Kedudukan
kepala negara atau khalifah merupakan hak dari setiap orang yang memiliki
kemampuan untuk menjabatnya, ia tidak menjadi monopoli sekompok orang, suku,
atau pun bangsa tertentu. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa manusia secara
keseluruhan memiliki potensi sebagai khalifah, bahkan dalam ayat lain secara

khusus al-Quran mengisyaratkan bahwa orang beriman memiliki potensi besar

10 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 (2023).
11 Lina Eta et al., “Model Pelayanan Promosi Kesehatan Jiwa Berbasis Maasyarakat :
Literatur Riviwe” 2, no. 1 (2024).



menjabat sebagai khalifah.!?

Berdasarkan data dari tim Kesehatan Jiwa, di Kabupaten Ngawi ada sekitar
2.300 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ngawi. Melihat
kondisisi yang sangat memprihatinkan ini menyadarkan Masyarakat bahwasannnya
peran pemerintah dalam menangani kasus ini harus ditekankan untuk mengurangi
angka ODGJ di daerah tersebut. Dari tahun 2018-2022 berdasarkan hasil survey
PIS PK (Pendekatan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), Indeks
Keluarga Sehat (IKS) di Kecamatan Kwadungan, Penderita gangguan jiwa
mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan dan masih kategori tidak sehat ada
sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah ODGJ Kecamatan Kwadungan tahun 2018-2022

Indeks keluarga sehat

35,00%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

5,00%

2018 2019 2020 2021 2022

Sumber Data : Hasil survey,indeks keluarga sehat (IKS)

12 Jaenudin, “Hak Dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam,” Jurnal Hukum
Islam 9 (2015): Hlm 1-26.



Mengenai hasil indeks tersebut terdapat permasalahan dimana setiap
tahunnya angka ODGJ diderah tersebut mengalami peningkatan yang dipicu dari
beberapa faktor,seperti tidak adannya pengobatan rutin, keluarga yang belum
paham dalam pendampingan odgj dan peran dan tanggung jawab dari pemerintah
setempat juga menjadi faktor terbesar permasalahan ini."

Orang yang menderita gangguan jiwa sering mengalami tindakan
diskriminasi, stereotip, label dalam kehidupan mereka. Akibat dari stigmatisasi
negatif, sebagian masyarakat hingga keluarga pasien penderita gangguan jiwa
memilih untuk memasung pasien agar tidak meresahkan masyarakat.

Dalam kasus diatas maka penyusun mengaitkannya dengan prespektif
maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang timbul setelah Nabi Muhammad SAW
wafat, dan maslahat tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syari’at. Dengan
meng gunakan prespektif ini dapat menetapkan hukum pada suatu masalah
berdasarkan prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan tidak
menyalahi maksud-maksud syari’at, walaupun tidak terdapat nash yang tegas dari
syari’at. Kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan
pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dengan salah satu upaya pemerintah
yaitu melakukan Rehabilitasi Orang dengan gangguan jiwa. yang memiliki dampak
positif untuk menangani kasus ODGJ yang terus meningkat pada Kota Ngawi.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh

manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan

13 Ufran Risqi Rismayani, “Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Kota Mataram)” 1, no. 2
(2023): hlm 41-45.



tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama,
tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai negara memiliki kekuasaan
legislatif (al-sulthah al-tasyriiyyah), Kedua, tugas melaksanakan undang-undang.
Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al sulthah al-
tanfidziyah). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang undangan yang
telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif
(al-sulthah al-qadha‘“iyah). 14

Pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak
kesehatan warga negara. Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita
gangguan jiwa melalui peraturan pemerintah atau instansi berterkaitan berdasarkan
analisis maslahah mursalah dan didukung dengan menggali informasi dari

masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian
sebagai berikut:

1. Bagaiman peran dan tanggung jawab Dinas Sosial terhadap penderita gangguan
jiwa menurut UU. No 17 tahun 2023
2. Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap peran dan tanggung jawab

Dinas Sosial atas penderita gangguan jiwa

14 Chintya Anggraini, “Analisis Figh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab
Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)”
(2021).



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah daerah
terhadap penderita gangguan jiwa (studi di pemda kabupaten Ngawi)

b. Untuk mengetahui analisis maslahah mursalah terhadap peran dan
tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa (studi di Pemda
Kabupaten Ngawi)

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis
Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara bagi
para akademisi dan mahasiswa di dunia pendidikan pada umumnya, khususnya
dalam mengkaji pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
penderita gangguan jiwa berdasarkan undang-undang yang ada.

b. Secara Praktis
Bagi Pemerintah Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan
positif bagi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan kesehatan dan
pelayanan sosial dalam rangka melindungi dan memberi penuh hak penderita
gangguan jiwa agar mereka mendapatkan hak nya secara utuh dan menjadi
kembali normal seperti manusia pada umumnya.

c. Bagi Mayarakat
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambah
informasi dan untuk menambahas pengetahuan dalam hal pelayanan
kesehatan dan pelayanan sosial juga sebagai sumbangan dalam memberikan

informasi mengenai pemenuhan hak terhadap penderita gangguan jiwa.
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D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran tentang studi terdahulu yang terkait dengan
penelitian ini. Untuk membedakan dalam penelitian, maka peneliti ini
mencantumkan penelitian - penelitian terdahulu agar mengetahui perbedaan dalam
penelitian ini. Sebagai bahan telaah pustaka telah ada beberapa penelitian yang
berkaitan dengan penelitian ini anatara lain:

Penelitian pertama yaitu penelitian milik Sri Endarlina dari Universitas
Lampung yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak
Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu”!®. Penelitian tersebut juga
mengungkapkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat regulasi
daerah yang secara khusus mengatur perlindungan serta pemenuhan hak bagi ODGJ.
Ketiadaan regulasi ini menyebabkan kebijakan yang berjalan masih bersifat sektoral,
tidak terpadu, dan hanya mengandalkan arahan umum dari peraturan perundang-
undangan tingkat nasional. Meskipun demikian, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan
sebagai perangkat daerah yang berwenang tetap berupaya melaksanakan berbagai
tindakan seperti penertiban ODGJ terlantar, pengobatan medis, rehabilitasi sosial,
serta bekerja sama dengan puskesmas ketika ada laporan masyarakat. Pelayanan
kesehatan jiwa dilakukan sesuai kemampuan daerah, termasuk kunjungan lapangan
untuk mengamankan ODGJ yang berpotensi membahayakan diri atau orang lain.

Kesimpulan dalam penelitian Sri Endarlina yaitu dalam upaya perlindungan

15 Nirma Bakhtiar, “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah” (Skripsi, TAIN
Parepare, 2023), 45.
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terkait masalah kesejahteraan sosial. khususnya masalah penderita gangguan jiwa
dari daerah kabupaten pringsewu belum ada peraturan daerah yang secara khusus
mengatur tersebut.

Perbedaan dari skripsi ini dengan apa yang penulis teliti adalah dalam hal
ini hanya fokus melakukan penelitian terhadap peran pemerintah dalam menangani
penderita gangguan jiwa yang terlantar, sedangkan penulis fokus dalam penelitian
tidak hanya peran pemerintah saja melainkan tanggung jawab pemerintah setempat
terhadap penderita gangguan jiwa dan dalam mewujudkan ketertiban umum.

Penelitian yang kedua berjudul “Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam
menangani gelandangan psikotik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kesehatan Jiwa ditinjau menurut figih siyasah'®. Terdapat perbedaan
analisa kasus pada penelitian diatas dengan penelitan yang dibuat oleh penulis. Hal
tersebut dapat dilihat penelitian ini membahas Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru
dalam menangani gelandangan psikotik Tinjauan figih siyasah,dalam penelitian ini
adalah maslahah mursalah, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan
rakyatnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya dikarenakan
pemerintah daerah disetarakan dengan Khalifah dalam konteks negara Islam.
sedangkan penulis membahas mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah
dalam menangani ODGJ prespektif maslahah mursalah.

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian milik Dika Andrian Putri dari

Universitas Islam Semarang yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah

16 Masitha Nur Rohimah, “Upaya Dinas Sosial Kota PekanBaru Dalam Menangani
Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
Ditinjau Menurut Figih Siyasah,” 2021.
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Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kendal
“Kesimpulan dari penelitiannya yaitu pemerintah daerah kabupaten kendal
khususnya dinas sosial dan dinas kesehatan dalam pemenuhan hak penderita
gangguan jiwa kurang maksimal yaitu masih kurangnya dalam bentuk pelayanan
kesehatan seperti fasilitas maupun pengobatan dan biaya yang cukup mahal. Bahkan
masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar maupun menggelandang
dijalanan.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa upaya pemerintah belum mencapai
hasil yang optimal. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah singgah, unit
rehabilitasi khusus, tenaga medis kejiwaan, serta kurangnya anggaran menjadi faktor
utama yang menghambat penyelenggaraan pelayanan secara komprehensif.
Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penanganan dasar, sementara rehabilitasi
jangka panjang dan pembinaan pasca-perawatan belum dapat dijalankan secara
menyeluruh. Dengan demikian, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peran
pemerintah daerah memang telah berjalan, tetapi masih jauh dari efektif karena tidak
didukung oleh instrumen hukum daerah yang kuat, sarana prasarana memadai, serta
alokasi anggaran yang proporsional terhadap kebutuhan penanganan ODGJ.

Kendala atau hambatan Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa yaitu
kendala di tingkat keluarga karena biasanya pihak keluarga sering
menyembunyikan dengan cara dipasung alih-alih untuk mengobati dengan secara
medis, kendala di tingkat masyarakat kurangnya pemahaman masyarakat tentang
penderita gangguan jiwa sering kali berfikiran yang tidak baik tentang penderita

gangguan jiwa, kendala di tingkat mitra pemerintah fasilitas yang terbatas
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menjadikan pengobatan kurang maksimal, kendala di tingkat milik pemerintah tiap-
tiap daerah di batasi hanya ada satu sehingga penampungan melebihi kapasitas dan
berakhir tidak maksimal dalam melakukan rehabilitasi terkadang ada seorang
pasien kabur dan dari pihak instansi tidak menyadari atau mengetahuinya.

Dinas sosial dan dinas kesehatan hanya melakukan rehabilitasi kepada
penderita gangguan jiwa yang hanya masuk ke dalam data dan berasal dari daerah
asalnya saja. Penderita gangguan jiwa yang terlantar kebanyakan dari daerah lain.!”

Perbedaan skripsi penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu jika skripsi
penulis menggunakan Landasan Hukum Positif yaitu Undang-Undang No. 18
Tahun 2014 Terhadap ODGJ, Namun dalam skripsi penelitian ini tidak
menggunakan Hukum Positif didalam penelitiannya dan terdapat perbedaan
tempat atau daerah penelitiannya jika dalam skripsi ini studi kasus yang digunakan
untuk Lokasi penelitian di daerah Kendal, Sedangkan pada skripsi yang penulis
teliti yaitu pada Dinas Sosial Kota Ngawi. atau daerah penelitiannya jika dalam
skripsi ini studi kasus yang digunakan untuk Lokasi penelitian di daerah Kendal,
Sedangkan pada skripsi yang penulis teliti yaitu pada pemerintah daerah Kota
Ngawi.

Kesimpulan dari penelitiannya yaitu pemerintah daerah kabupaten kendal
khususnya dinas sosial dan dinas kesehatan dalam pemenuhan hak penderita
gangguan jiwa kurang maksimal yaitu masih kurangnya dalam bentuk pelayanan

kesehatan seperti fasilitas maupun pengobatan dan biaya yang cukup mahal.

17 Putri Andrian Dika, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalan Pemenuhan Hak
Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kendal” (2020).
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Bahkan masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar maupun

menggelandang dijalanan.

. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan metodologi yang kuat dan akurat maka
akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan obyek yang akan
dikaji sebagai landasannya.'®

Teori Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh
seseorang yang mempunyai kedudukan atau status dalam organisasi.Peran menurut
terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang
berkedudukan dimasyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam
kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya,maka dia menjalankan suatu peran.

Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh
masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga
berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang
menduduki status sosial tertentu.'”

Notoadmodjo mengatakan bahwa pelayanan kesehatan jiwa dirancang untuk
mencapai kesetaraan kesehatan masyarakat dengan tujuan (pencegahan) dan
promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat, termasuk orang

dengan gangguan jiwa terlantar dan ditelantarkan. Penderita gangguan jiwa

18 uin sunan Kalijaga, “Teori Peran Dan Definisi Peran Dari Para Ahli,” (2019).
19 Dian Tannia Rachman, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota
Surabaya,” 2023, 662—72.
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terlantar dalam melaksanakan hak kesehatan jiwa mereka tertanam dalam konteks
layanan kesehatan berbasis masyarkat. Dimanadalam hal ini, pemerintah
mempunyai kewajiban untuk merawat orang dengan gangguan jiwa terlantar dan
merujuk penderita tersebut ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa yang maksimal.?’

Untuk membantu orang dengan
gangguan jiwa yang terlantar maka Dinas Sosial selaku lembaga yang menaungi
masalah sosial mempunyai peran penting. Dalam menjalankan perannya, Dinas
Sosial melakukan mitra bersama lembaga lain untuk mengupayakan rehabilitasi
sosial supaya lebih maksimal.

Peran pemerintah sebagai public service tidak diadakan untuk melayani
dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, termasuk penderita
gangguan jiwa yang ada di daerah ngawi yang dinilai dari indeks keluarga sehatnya
bertambah setiap tahunnya hal tersebut sangat miris dan disayangkan.

Peran diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan oleh seseorang
yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Secara terminologi
peran merupakan perilaku manusia yang diharapkan oleh masyarakat. Peran dalam
bahasa Inggris disebut “role” dapat diartikan “person’s task or duty in undertaking”.
Yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban

menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,

20 Agusnuli Ayu Zizi, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Terlantar Di Kabupaten Karimun” § (2024): 13-26.
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dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseha.rusan
bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.?!

Menurut Titik Tri wulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu
hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang
lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk
memberi pertanggung jawabannya.??

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang
lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab
dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban
hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu
bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan
dengan hukum. Secara teoretik, tanggung jawab mengandung dua aspek, yaitu
aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang beraspek internal,
hanya dlwujudkan dalambentuk laporan pelaksanaan kekuasaan.?’

Teori Maslahah Mursalah

Istilah "maslahah" secara bahasa berarti manfaat atau kebaikan, yang
bermanfaat atau berguna bagi seseorang atau suatu kondisi tertentu. Asal katanya
berasal dari "shalaha" yang berarti "baik". Istilah ini digunakan untuk merujuk pada
orang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Di sisi lain, istilah "mursalah"

bermakna terputus atau terlepas. Oleh karena itu, " maslahah mursalah" merujuk

21 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), him.2.

22 Soerjono Soekamto, “Sosiologi Suatu Pengantar” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002,
2018), Hlm 37.
2 Ridwan, “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam PerspektifHukum Administrasi
Negara,” no. 1994 (1996): 27-38.
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pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan atau dijelaskan
dalam nash.

Ulama Malikiyah dan Hanafilah juga termasuk kelompok ulama yang
menerima konsep maslahah mursalah sebagai dasar untuk menetapkan sebuah
hukum baru yang tidak secara jelas dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Mereka
menerima konsep ini karena mereka percaya bahwa maslahah mursalah adalah
kesimpulan yang didapat dari berbagai nash, bahkan Asy-Syatibi mengatakan
bahwa metode maslahah mursalah adalah pasti (qat'i)

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi Maslahah Mursalah adalah segala
kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar’i (dalam mensyariatkan hukum
islam) dan kepadannya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinnya atau
tidaknya. Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

bl & Al aalaall deeJlall mllaall o Alaiulll o) Al jall alliasll
slallly Jliiel als Jual L agiall 5

“Al-Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan
maksud syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan
melarangnya’>*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat
maslahah dalam syari’at islam adalah suatu maslahah yang sesuai dengan

tujuan,prinsip,dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan

kesempitan baik yang bersifat dharurat (primer) maupun Hajjiyat (sekunder).?

24 Prahasti Suyaman, “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath,”
Ejurnal. Ubharajaya. 18, no. 2 (2024).
% Rachmat syafe’I [lmu Ushulul Figh, (Bandung : Pustaka Setia,1998), hlm 117
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Maslahah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang

sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi’in, dan para ‘ulama.>

6

F. Metode Penelitian

1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan
data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan
tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa di Dinas
Sosial Kabupaten Ngawi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Pendekatan
kualitatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada analisis data
deskriptif dan subjektif dalam konteks sosial yang kompleks, tujuannya adalah
untuk memahami pengalaman dan pandangan individu ataupun kelompok.
Dengan Pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah hukum secara normatif
tetapi juga menggali fakta empiris melalui wawancara dan pengamatan untuk
mengetahui sejauh mana pelaksaaan tanggung jawab pemerintah daerah telah
mencerminkan prinsip kemaslahatan tersebut.

Jenis Peneltian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (fieldresearch). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini
dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian ini

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa

% Mashudi Adinugraha, Hendri Hermawan, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan

Hukum Islam,” Jurnal llmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (2018): 63-75.
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wawancara (interview) untuk mendapatkan informasi terhadap peran
dantanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa di

Dinas Sosial.

. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Ngawi dan
dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Dinas Sosial, Kabupaten Pinrang dan
para Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Ngawi sebagaimana
berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Peran Dan Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Ngawi.

. Waktu Penelitian

Setelah menyusun proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah
memperoleh surat izin penelitian, penulis sudah melakukan penelitian yang
dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis.Deskriptif Analitis
adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat
deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam
fenomena tertentu. Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh
langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab

pemerintah atas penderita gangguan jiwa di Dinsos Kota Ngawi.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis
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empiris dengan pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum
yang mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap ODGJ
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
kesehatan,serta untuk melihat bagaimana implementasi ketetntuan tersebut

dalam praktek di lapangan khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
yang artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan,
terkait fenomena yang terjadi di kota Ngawi. Data kualitatif ini diperoleh dari
berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan dan bahan tertulis.

Sumber Data Data yang merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang

dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumber data

dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder antara lain
sebagai berikut:

a. Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari
objek penelitian yaitu penelitian terjun langsung kelapangan guna
melakukan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam hal ini
data primer diperoleh dari dinas sosial kota Ngawi dan keluarga ODGJ. Jadi
data primer penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, serta
hasil dokumentasi.

b. Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk melengkapi
data primer Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber antara lain

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature buku buku,
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jurnal, skripsi, dan media yang berkaitan dengan masalah penelitian.

7. Teknik pengumpulan data merupakan segala sesuatu yang menyangkut
bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu Pengamatan (Observasi),
Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengamatan (Observasi) Observasi
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan
pengamatan tentang suatu atau perilaku objek tertentu. Dapat pula diartikan
bahwa tindakan mengamati secara cermat dan langsung suatu objek di lokasi
penelitian dan secara cermat mencatat gejala yang diteliti keduanya merupakan
contoh pengamatan.?’

Wawancara (Interview) Wawancara adalah metode pengumpulan data
melalui proses investigasi respon verbal satu arah. Artinya pertanyaannya dari
pihak pewawancara dan jawaban muncul dari orang yang diwawancarai.
Menurut Hopkins, “Wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi dan
kondisi dalam suatu wilayah dilihat dari beberapa sudut pandang”.Teknik ini
merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara
menanyakan langsung masalah penelitian, mengkonfirmasi sampel peneliti agar
lebih sistematis, dan menghimpun bahan-bahan keterangan kepada narasumber
ataupun responden tersebut.

Pemahaman tersebut memberikan gambaran kepada peneliti bahwa teknik

wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara

27 Soekamto, “Sosiologi Suatu Pengantar.”
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narasumber dan peneliti. Adapaun wawancara yang akan dilakukan oleh
peneliti adalah di dinas sosial Kota Ngawi.
Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka
maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode
analisis kualitatif, maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan kewenangan
pemerintah daerah dalam memperhatikan hak penderita gangguan jiwa.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir diduktif.
Metode diduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk
mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih khusus mengenai
fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan
tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah

atas penderita gangguan jiwa.

. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah dalam memahami isi dari skripsi ini,
peneliti menggunakan sistematika dengan membagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu
sebagai berikut

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang
pentingnya peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam menangani
kasus odgj yang harusnya sesuai dengan UU. No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Latar belakang ini akan diikuti oleh rumusan masalah dan juga akan menjelaskan
tujuan penelitian untuk mengeksplorasi mekanisme partisipasi publik, serta manfaat

penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi teoretis mengenai kesadaran
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pemerintah dalam menangani kasus odgj tersebut.

Bab kedua menjelaskan mengenai Landasan Teori yang akan memuat
landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk tentang Peran dan
Tanggung Jawab Pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial terhadap penderita
ganggguan jiwa di Kabupaten Ngawi. Selain itu, juga menjelaskan mengenai
pengertian maslahah mursalah yang akan dijelaskan secara mendalam. Bab ini juga
akan menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan dengan prespektif
maslahah mursalah dengan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Bab Ketiga akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian
yaitu pada dinas sosial kota ngawi. Bab 4 berisi mengenai Analisis dan
Pembahasan, akan dimulai dengan menganalisis mengenai kebijakan pemerintah
daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Ngawi
dimulai dari peran,tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah
tersebut. Selanjunya mengaitkannya dengan menggunakan prespektif maslahah
mursalah.

Bab Keempat, yaitu Penutup, akan menyajikan kesimpulan daripenelitian
ini. Kesimpulan tersebut mencakup mengenai peran dan tanggung jawab dari
pemerintah daerah tersebut yang harus sesuai dengan UU No. 17 tahun 2023 tentang
Kesehatan jiwa. bab ini akan memberikan saran yang konkret untuk memperbaiki
kebijakan pemerintah daerah di Indonesia, terutama dalam menciptakan
kedisiplinan bagi pemerintah daerah dengan sistem yang lebih sesuai dengan
prinsip UU No. 17 tahun 2023 dan mendorong partisipasi publik yang lebih efektif

agar tercipta lingkungan masyarakat yang lebih aman,tentram dan harmonis.



BAB YV
PENUTUP

A. Simpulan

1.

Kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai bagaimana
peran dan tanggung jawab dinas sosial terhadap odgj menurut Undang-
Undang No 17 Tahun 2023 yaitu, Berdasarkan hasil penelitian mengenai
peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Ngawi terhadap
penderita gangguan jiwa dapat Disimpulkan bahwa dinas sosial telah
melaksankan peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan penanganan
ODG]J seperti memberikan perlindungan, pelayanan serta pemenuhan hak
asasi manusia kepada ODGJ sesuai dengan ketentuan umum Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Secara keseluruhan, implementasi program dan kebijakan Dinas Sosial telah
mencerminkan nilai-nilai maslahah mursalah, yaitu upaya menghadirkan
kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi individu maupun
masyarakat. Upaya ini menggambarkan bahwa pelayanan terhadap ODGJ
merupakan manifestasi dari tujuan syariat, yaitu menjaga akal, menjaga
jiwa, menjaga martabat manusia, serta menciptakan tatanan sosial yang
lebih peduli dan inklusif. Upaya yang dilakukan ini dapat dipandang sebagai
bentuk kehadiran negara dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan
bagi warga yang berada dalam kondisi rentan, sehingga tercipta kehidupan

sosial yang lebih manusiawi, aman, dan harmonis.

84
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B. Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi khususnya Dinas Sosial, disarankan
untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang penanganan ODGJ
yang mengintegrasikan Pasal 77 UU No. 17 Tahun 2023 dengan prinsip
maslahah mursalah, untuk rehabilitasi sosial dan pencegahan. Selain itu,
tingkatkan koordinasi antar-dinas (Sosial, Kesehatan, dan TKSK) melalui
pembentukan Satgas ODGIJ terpadu untuk mempercepat asesmen dan rujukan
ke RS Jiwa, sehingga mengurangi angka ODGJ terlantar yang meningkat dari
2018-2022.

Bagi Keluarga sebagai unit terdekat dengan ODGJ diharapkan lebih
aktif dalam melakukan pendampingan dan memberikan dukungan emosional,
serta menghindari tindakan pemasungan atau diskriminatif. Masyarakat perlu
meningkatkan pemahaman terkait kesehatan jiwa agar tidak lagi memberikan
stigma negatif, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi
OoDG@J.

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini masih memiliki keterbatasan
dalam ruang lingkup dan sumber data. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya
disarankan untuk memperluas objek penelitian, membandingkan beberapa
daerah, atau meneliti efektivitas program rehabilitasi secara lebih mendalam.
Pendekatan kuantitatif atau mix-method juga dapat digunakan untuk

memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
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